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Abstract. The Islamic Human Development Index in this research is used to measure regional welfare based on 

Maqashid Syariah. I-HDI measures regional welfare which includes material welfare and non-material welfare 

with five Maqashid Syariah protections, namely religious protection (ad-Dien), soul protection (an-Nafs), reason 

protection (al-'Aql), offspring protection (an -Nasl) and protection of assets (al-ma'al). This research uses 

quantitative research. This research was conducted in three different provinces, namely Aceh Province, Bengkulu 

Province and West Sumatra Province. The aim of this research is to analyze the human development achievement 

index in Aceh Province, Bengkulu Province and West Sumatra Province using the I-HDI calculation method. The 

research results show that the provinces of Aceh, Bengkulu and West Sumatra are categorized as having low I-

HDI development status through I-HDI calculations. 
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Abstrak. Islamic Human Development Index dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur kesejahteraan 

daerah berdasarkan Maqashid Syariah. I-HDI mengukur kesejahteraan daerah yang mencakup kesejahteraan 

material maupun kesejahteraan non material dengan lima perlindungan Maqashid Syariah, yaitu perlindungan 

agama (ad-Dien), perlindungan jiwa (an-Nafs), perlindungan akal (al-‘Aql), perlindungan keturunan (an-Nasl) 

dan perlindungan harta (al-ma’al). Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada 

tiga provinsi yang berbeda yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat. Tujuan 

dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis index pencapaian pembangunan manusia di Provinsi Aceh, 

Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan dengan metode perhitungan I-HDI. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa provinsi Aceh, Bengkulu dan Sumatera Barat dikategorikan kedalam status 

pembangunan I-HDI yang rendah melalui perhitungan I-HDI.  

Kata kunci: Pembangunan Ekonomi, Maqashid Syariah, Kesejahteraan,Islamic Human Development Index        
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LATAR BELAKANG 

Sebelum tahun 1970, pembangunan semata-mata dipandang hanya sebagai fenomena 

ekonomi saja. Perhatian dunia tertuju pada diskusi tentang pendapatan, modal, pertumbuhan 

ekonomi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi. Namun, seiring berjalannya 

waktu, disadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjaminkan adanya 

perbaikan teraf hidup sebagian besar penduduk. Data empiris menunjukkan bahwa beberapa 

negara yang mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih menghadapi masalah 

pengangguran, kemiskinan dan masalah sosial lain yang berhubungan dengan manusia.          

Secara perlahan, konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki 

kelemahan konsep pembangunan yang hanya terfokus pada ekonomi saja. Konsep 

pembangunan manusia  tidak hanya memperhitungkan aspek pendapatan, tetapi juga 

memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. Konsep pembangunan manusia pertama 

kali diperkenalkan oleh United Nation Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 

melalui laporan yang berjudul Human Development Report (HDR). Dalam laporannya UNDP 

menjelaskan bahwa manusia adalah kekayaaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan 

manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan hanya input dari 

pembangunan. Oleh karena itu, tujuan utama dari pembaangunan adalah untuk menciptakan 

lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati umur panjang, hidup sehat 

dan menjalankan kehidupan yang produktif (UNDP, 1990).         

Kesejahteraan merupakan diskursus yang banyak dikaji dan menjadi perhatian utama 

bagi seluruh negara didunia bahkan lembaga internasional pun berlomba-lomba menetapkan 

suatu ukuran tertentu untuk mengukur tingkat kesejahateraan. Salah satunya PBB dengan 

UNDP yang merumuskan ukuran kesejahteraan masyarakat atau yang disebut dengan Human 

Development Index (HDI). Indikator-indikator kesejahteraan yang terdapat dalam indeks ini 

diantaranya yaitu pendapatan perkapita, panjangnya masa hidup dan tingkat Pendidikan yang 

diraih. Konsep yang ditawarkan UNDP dalam mengukur tingkat pembangunan manusia 

dengan menggunakan HDI masih menjadi indikator yang paling komprehensif karena memuat 

tiga komponen penting sebuah pembangunan manusia yang mencakup pendidikan, kesehatan 

dan standar hidup yang layak.        

Akan tetapi, ketiga komponen tersebut tidak sepenuhnya kompetibel dan cukup untuk 

mengukur pembangunan manusia dalam perspektif islam. Arah teori dan konsep yang 

mendasari dalam membangun HDI tidak didasarkan pada Maqashid Syariah. Oleh karena itu, 

untuk mengukur tingkat pembangunan manusia dinegara yang mayoritas penduduknya 
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beragama islam akan lebih tepat jika dilakukan dengan menggunakan Islamic Human 

Development Index (I-HDI), dimana teori dan konsepnya berdasarkan pada perspektif islam.  

Tujuan pembangunan ekonomi dalam perspektif islam adalah untuk mencapai 

kesejahteraan menyeluruh dan holistik baik didunia maupun diakhirat. Untuk mengukur 

pembangunan ekonomi dalam perspektif islam menggunakan I-HDI (Islamic Human 

Development Index). I-HDI ini dianggap dalam kerangka maqashid syariah yang pada 

dasarnya berkaitan dengan promosi kesejahteraan melalui pelestarian diri, kekayaan, 

keturunan, akal dan iman. Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perbaikan 

berkesinambungan dari suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan menuju 

kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi. Indikator tercapainya pembangunan adalah 

pendapatan yang tinggi dan merata, tersedianya lapangan kerja, meningkatnya  kualitas 

pendidikan dan kesehatan, berkembangnya teknologi dan sebagainya.  

Angka pembangunan manusia berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, 

maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. UNDP 

menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia disuatu provinsi/kabupaten/kota dengan 

menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) berdasarkan skala 0,0-100, yaitu: a) 

Tinggi: lebih dari 80,0 b) Menengah atas antara 66,0-79,9 c) menengah bawah antara 50,0-

65,9 d) Rendah: HDI kurang dari 50,0. Dalam penelitian kali ini, peneliti mengambil objek 

penelitian berupa daerah yang memiliki tingkat religious yang cukup tinggi dan memiliki nilai 

IPM yang cukup baik yang ada disumatera yaitu Aceh, Bengkulu dan Sumatera Barat. Data 

yang diperoleh berdasarkan dari olahan data BPS. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini:     

Tabel 1.1 

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh Tahun 2016-2020 

Sumber : BPS (Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh 2020) 

Berdasarkan hasil data diatas, pembangunan manusia di Provinsi Aceh tiap tahunnya 

mengalami kenaikan. Dilihat dari angka indeks pembangunan manusia yang terus bertambah 

dari tahun 2016-2020. Terlihat pada tahun 2018 nilai IPM mengalami peningkatan sebesar 

 

 

Tahun 

Angka 

Harapan 

Hidup 

(AHH) 

Harapan 

Lama 

Sekolah 

(HLS) 

Rata-

rata 

Lama 

Sekolah 

(RLS) 

 

Pengeluaran 

per kapita / 

tahun  

 

 

IPM 

2016 69,51 13,89 8,86 8.768.000    70,00 

2017 69,52 14,13 8,98 8.957.000    70,60 

2018 69,64 14,27 9,09 9.186.000    71,19 

2019 69,87 14,30 9,18 9.603.000    71,90 

2020 69,93 14,31 9,33 9.462.000  71,99 
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0,59 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan yang terjadi secara nyata, juga dapat 

meningkatkan kualitas manusia di Aceh baik dari segi Kesehatan, Pendidikan maupun 

Ekonomi. Pergerakan yang terjadi pada indeks pembangunan manusia secara tidak langsung 

dapat berdampak pada keberhasilan pencapaian pembangunan manusia. Semakin tinggi nilai 

pertumbuhan IPM-nya maka akan semakin cepat nilai IPM ideal yang akan dicapai.      

Tabel 1.2 

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 

Sumber : BPS (Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu 2020) 

Berdasarkan hasil perolehan data diatas, dapat peroleh bahwa pembangunan manusia 

di Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Terlihat dari IPM Provinsi 

Bengkulu mencapai 71,40 pada tahun 2020. Angka tersebut meningkat sebesar 0,19 poin atau 

tumbuh sebesar 0,27 persen dibandingkan dengan tahun 2019. Dengan meningkatnya laju 

pertumbuhan IPM, maka secara tidak langsung pembangunan manusia di Provinsi Bengkulu 

dapat terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan hasil pencapaian yang akan diperoleh.   

Tabel 1.3 

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 

 

Sumber : BPS (Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat 2020) 

Jika dilihat dari hasil data diatas, dapat diperoleh bahwa Pembangunan Manusia di 

Provinsi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2020 

Nilai IPM-nya mencapai 72,38 persen dimana nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 
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Hidup 
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Harapan 
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Sekolah 

(HLS) 

Rata-rata 

Lama 

Sekolah 

  (RLS) 

 

Pengeluaran 

per kapita/ 

tahun 

 

 

IPM 

2016 68,56 13,38 8,37 9.492.000      69,33 

  2017 68,59 13,57 8,47 9.778.000      69,95 

  2018 68,84 13,58 8,61 10.162.000      70,64 

  2019 69,23 13,59 8,73 10.409.000      71,21 

  2020 69,35 13,61 8,84 10.380.000 71,40 
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(RLS) 

 

Pengeluaran per 

kapita / tahun 

 

 

IPM 

2016 68,73 13,79 8,59 10.126.000    70,73 

2017 68,78 13,94 8,72 10.306.000    71,24 

2018 69,01 13,95 8,76 10.638.000    71,73 

2019 69,31 14,01 8,92 10.925.000    72,39 

2020 69,47 14,02 8,99 10.733.000    72,38 
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0,01 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, nilai IPM-nya mengalami penigkatan 

sebesar 0,56 poin dengan nilai 72,39 persen. Dengan demikian, pencapaian pembangunan di 

Provinsi Sumatera Barat dapat terus tumbuh seiring dengan bertambahnya nilai IPM yang 

dihasilkan.  

 IPM mempunyai tiga unsur yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Ketiga unsur 

tersebut sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu provinsi untuk 

meningkatkan IPM nya. Ketiga unsur tersebut tidak bisa berdiri melainkan saling 

mempengaruhi satu sama lainnya. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya 

seperti ketersediaan kesempatan kerja, infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Jadi, IPM 

disuatu daerah atupun provinsi akan meningkat jika ketiga unsur tersebut meningkat dan justru 

sebaliknya. Dan nilai IPM yang tinggi menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan 

ekonomi di daerah atau provinsi tersebut. Adapun juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

peningkatan ataupun penurunan IPM diantaranya adalah PDRB, rasio ketergantungan, 

konsumsi rumah tangga untuk makanan, APBD untuk pendidikan dan APBD untuk kesehatan.   

Berdasarkan hasil pemaparan ketiga provinsi tersebut peneliti menghubungkan 

pembangunan manusia dengan maqashid syariah yang nantinya hasil akhirnya akan 

berorientaasi terhadap kemaslahatan dan kesejahteraan manusia berdasarkan pada perhitungan 

I-HDI.  

Pengukuran I-HDI yang dibangun dari konsep maqāṣid syarīah menurut Imam Asy-

Syatibi bahwa kebutuhan dasar manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama (dien), jiwa (nafs), 

intelektual (aql), keluarga dan keturunan (nasl), dan material (māl). Kelima dimensi tersebut 

merupakan kebutuhan dasar manusia, Jika salah satu dari kebutuhan dasar manusia tersebut 

tidak terpenuhi atau terpenuhi dengan tidak seimbang niscaya kebahagiaan hidup juga tidak 

tercapai dengan sempurna. 

Kesejahteraan daerah dapat tercapai dengan baik dan seimbang jika telah berhasil 

mencapai kesejahteraan yang optimal secara menyeluruh baik dari sisi kesejahteraan materi 

maupun kesejahteraan non materi (spiritual). Sehingga peneliti berharap agar masyarakat 

maupun pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan daerah masing-masing melalui index 

maqashid ini. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul yaitu 

“Pengukuran Kesejahteraan Berbasis Index Maqashid di Aceh, Bengkulu dan Sumatera Barat” 

dengan tujuan untuk melihat kesejahteraan daerah tersebut berdasarkan pada index maqashid.” 

Oleh karena itu untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di negara yang 

mayoritas penduduknya beragama Islam akan lebih tepat jika dilakukan dengan menggunakan 
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Islamic Human Development Index (I-HDI), di mana teori dan konsepnya berdasarkan pada 

perspektif Islam. 

KAJIAN TEORITIS 

Pembangunan diartikan sebagai keadaan dimana terjadi peningkatan kinerja ekonomi 

secara keseluruhan. Definisi pembangunan yang sering dijumpai Ini adalah proses di mana 

pendapatan per kapita suatu negara meningkat dalam jangka waktu yang lama kecuali jika 

jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut meningkat dan distribusi 

pendapatan tidak menjadi tidak merata. Sasaran pembangunan menjadi penting karena menjadi 

acuan untuk merumuskan indikator keberhasilan. Proses identifikasi indikator pembangunan 

manusia tidak lepas dari filosofi dan definisi pembangunan manusia. Ada berbagai pendekatan 

dan terminologi yang digunakan dalam pembangunan manusia.  

Kemajuan manusia dimulai dari jalannya perputaran keuangan, yang terlihat dari 

berkembangnya kemampuan atau kapasitas manusia dalam melakukan berbagai macam 

kegiatan di mata publik. Kemudian lagi, kemajuan manusia terkait erat dengan upaya untuk 

memenuhi ekspektasi kenyamanan sehari-hari. Dalam mengukur tingkat keberhasilan 

pembangunan tentu saja diperlukan suatu indikator dan alat ukur. untuk menentukan tingkat 

hasil dari proses kemajuan manusia yang terletak pada manusia, UNDP telah mendorong 

indeks Peningkatan Manusia (IPM). Indeks pembangunan manusia mempunyai tiga komponen 

pokok, yaitu: kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup, pendidikan yang diukur 

dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah serta pendapatan riil.  

Gagasan kemajuan keuangan menurut pandangan Islam yang dibingkai dalam Al-

Qur'an dan As-Sunnah yang juga dikemukakan oleh para peneliti dan peneliti dalam aspek 

keuangan Islam tidak sama dengan gagasan perbaikan moneter yang dikemukakan oleh 

gagasan barat, khususnya di titik batas utama. Tujuan peningkatan keuangan dalam pandangan 

Islam adalah untuk mencapai kemakmuran yang lengkap dan menyeluruh baik di planet ini 

maupun di masa depan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, salah satu tujuan pembangunan 

ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam adalah menciptakan keadilan distributif; Makna 

pencapaian tingkat pembangunan minimal adalah terpenuhinya hak dasar kebutuhan ekonomi 

individu masyarakat, sebagai jaminan terpeliharanya Maqâshid Syariah yang terdiri dari lima 

manfaat dasar yaitu rasa aman beragama, jiwa, akal, keturunan, dan harta hak setiap individu. 

Kegagalan pemenuhan kebutuhan dasar ekonomi akibat maldistribusi akan menimbulkan 

permasalahan ekonomi yang jauh dari makna negara sejahtera.  



 
 

e-ISSN: 3025-7948;  Hal 219-235 
 

I-HDI merupakan instrumen untuk mengukur pembangunan manusia dari perspektif 

Islam. I-HDI mengukur tingkat kesejahteraan manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar 

agar manusia dapat hidup berumah tangga di dunia dan akhirat (mencapai Falah). Pemenuhan 

lima kebutuhan dasar dalam maqashid syariah akan menjadi teori landasan untuk 

mengembangkan Islamic Human Development Index (I-HDI) ini. Dimensi ini mengukur 

kinerja kesejahteraan material (MW) dan kesejahteraan non-material (NW). Pemenuhan lima 

kebutuhan dasar Maqashid Syariah berdasarkan pendapat Imam al-Syatibi akan menjadi 

landasan teoritis untuk membangun Indeks Pembangunan Manusia Islam. Kelima dimensi ini 

mengukur kinerja kesejahteraan material (MW) dan kesejahteraan non-material (NW). Di 

bawah ini adalah lima indeks berdasarkan Maqashid Syariah yang digunakan untuk mengukur 

kesejahteraan daerah:  

Lima Indikator yang Terukur 

             

 

 

 

 

 

 

 

sumber  : Anto, 2009. Introduction an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure 

Development in OIC Countries 

Berdasarkan penelitian Anto (2009) dan Rafsanjani (2014) mengukur pembangunan 

manusia dengan indikator yaitu :  

Adapun kategori I-HDI yang digunakan berdasarkan pada ukuran HDI yang  diterbitkan 

oleh UNDP yaitu Kelima indeks tersebut digunakan untuk mengukur lima dimensi Maqashid 

Syariah, nilai kelima indeks tersebut dihitung berdasarkan indikator yang menggambarkan 

masing-masing dimensi Maqashid Syariah. Secara konseptual, Maqashid Syariah menegaskan 

tujuan Syariat Islam sebagai upaya menjaga kesejahteraan hidup manusia, dengan tujuan 

mendatangkan manfaat dan mencegah mudharat. Islam sebagai konsep kehidupan atau sistem 

kehidupan menjanjikan ketertiban, keamanan, kedamaian dan kesejahteraan bagi pemeluknya. 

Islam mengatur aktivitas kehidupan secara bersahaja dengan prinsip keadilan dan 

keseimbangan melalui kaidah, asas dan kaidah tertentu dalam setiap detail kehidupan manusia, 

Tujuan 

Pembangunan 

Dimensi Indeks 

Dimensi 

Maslahah Hifdzu 

ad-Dien 

Index ad-

Dien 

Hifdzu 

an-Nafs 

Index an-

Nafs 

Hifdzu 

al-‘Aql 

Index al-

‘Aql 

Hifdzu 

an-Nasl 

Index an-

Nasl 

Hifdzu 

al-Ma’al 

Index al-

Ma’al 
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bahkan dalam bidang ekonomi. Keberhasilan ekonomi Islam terletak pada tingkat keselarasan 

atau keseimbangan antara kebutuhan material dan kebutuhan etis umat. Jadi, ajaran Islam mirip 

dengan syariah yang selalu dilakukan untuk mencari nafkah. Selain itu ada juga kata syari' yang 

berarti jalan yang besar, dalam hal ini syariat islam adalah jalan hidup yang harus diikuti oleh 

setiap muslim. Untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kebinasaan di dunia dan 

akhirat, para ahli hukum mengkaji dan menetapkan bahwa ada lima unsur pokok yang harus 

diperhatikan. Kelima poin ini merupakan sumber Al-Qur'an dan tujuan syariah (maqashid al-

syariah). Kelima pokok ini termasuk Dlaruriyat, jika tidak diikuti dalam kehidupan ini maka 

akan membinasakan manusia. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan Syariat Islam 

yang biasa disebut Maqashid Syariat, yaitu melindungi agama, keturunan, jiwa, ruh dan harta 

benda.   

Ekonomi Islam yang merupakan bagian dari Syariat Islam tentunya memiliki tujuan 

yang tidak terpisahkan dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah 

mewujudkan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat (falah) dan 

kehidupan yang baik dan mulia (al-hayah al-thayyibah). Falah berasal dari bahasa Arab aflaha-

yuflihu yang artinya kesuksesan, ketenaran atau kemenangan. Secara harfiah, al-falah adalah 

kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Menurut Islam, 

istilah Falah berasal dari kata Al-Qur'an yang sering berarti rejeki panjang, akhirat, sehingga 

tidak hanya memperhatikan aspek material tetapi lebih menekankan aspek spiritual. Dalam 

konteks global, Falah merupakan konsep multidimensi, berimplikasi pada aspek perilaku 

individu/mikro maupun perilaku kolektif atau makro. Bagi kehidupan di dunia, Falah 

mencakup tiga makna, yaitu bertahan hidup, bebas dari hawa nafsu, kekuasaan, dan kemuliaan. 

Adapun falah untuk akhirat, falah meliputi pengertian keselamatan abadi, kemuliaan abadi, dan 

ilmu abadi (bebas dari segala kebodohan). Sistem ekonomi Islam mensyaratkan terciptanya 

ekonomi yang memenuhi kebutuhan semua orang, distribusi pendapatan dan kekayaan yang 

adil, kesempatan kerja yang penuh, setiap individu memiliki hak berdasarkan kontribusinya 

(kewajiban), tidak ada eksploitasi individu oleh individu lain, dan Pelestarian Lingkungan 

Alam Ekonomi Islam mensyaratkan semua kegiatan ekonomi dilakukan berdasarkan prinsip 

kesejahteraan, menyeimbangkan aspek dunia dan akhirat.     

Tujuan akhir ekonomi islam adalah sebagaiman Motivasi di balik syariat itu sendiri 

(maqashid puing-puing syari'ah) adalah untuk mencapai kebahagiaan di planet ini dan yang 

lebih besar melalui permintaan hidup yang layak dan terhormat. Mengakui bantuan pemerintah 

yang tulus untuk masyarakat adalah premis sekaligus tujuan mendasar dari regulasi Islam 

(maslahah al-ibad), karenanya juga merupakan tujuan dari masalah keuangan Islam. Sesuai As-
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Syathibi, tujuan utama dari regulasi Islam adalah untuk mencapai bantuan pemerintah manusia 

yang terletak pada keamanan lima maslahah, khususnya kepercayaan (promosi dien), informasi 

(al-'ilm), kehidupan (an-nafs), kelimpahan (al--maal) dan keselarasan keturunan (an-nasl). 

Kelima muslahah pada hakekatnya adalah mengandung makna yang diperlukan untuk 

berlangsungnya kehidupan yang layak dan adil. Dalam hal salah satu dari lima kebutuhan ini 

tidak tercukupi, niscaya manusia tidak akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.    

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode perhitngan I-

HDI yang diperoleh dari data-data yang memuat angka-angka kemudian hasil dari 

perhitungannya akan dianalisis untuk mengetahui hasil analisa yang dilakukan. Jenis penelitian 

ini yaitu penelitian kuantitatif. Eksplorasi kuantitatif sendiri merupakan suatu tinjauan yang 

menggunakan angka-angka baik secara langsung maupun diambil dari hasil pemeriksaan masa 

lalu dan informasi yang diselesaikan atau ditangani dengan menggunakan penyelidikan 

terukur. Adapun objek penelitiannya yang diambil dari ketiga provinsi tersebut yaitu data HDI 

yang meliputi angka kriminalitas, angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, angka 

rata-rata lama sekolah, angka kelahiran, angka kematian, pengeluaran perkapita, indeks gini 

serta indeks kemiskinan dan keseluruhan data tersebut diambil melalui data Badan Pusat 

Statistik yang diperoleh dari situs resmi BPS yaitu www.bps.go.id. Metode pengolahan data 

dalam penelitian ini menggunakan konsep Maqashid Syariah Index. Dengan terpenuhinya 

petunjuk-petunjuk yang dapat menjawab lima syarat (agama, jiwa, akal, silsilah dan kekayaan), 

maka informasi yang didapat dari pemeriksaan ini adalah sebagai informasi kuantitatif yang 

selanjutnya akan ditempatkan dan ditentukan pada Islamic Human Development Index (I-HDI) 

di Provinsi Aceh, Bengkulu dan Sumatera Barat.dari tahun 2016-2020.   

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan pada teori maqashid syariah Imam As-Syathibi bermakna sebagai inti 

dalam menganalisis fenomena ekonomi dan merumuskan suatu kebijakan. Maqashid syariah 

sendiri bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kegiatan 

ekonomi. Nilai-nilai maqashid syariah dalam penelitian ini dapat tercermin melalui konsep 

HDI yang menyangkut tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup 

layak. Sementara pada I-HDI mengusulkan beberapa indikator tambahan yang meliputi angka 

kriminalitas, indeks gini, indeks kedalaman kemiskinan, angka kelahiran total dan angka 

kematian bayi. Adapun hasil pencapaian I-HDI menurut konsep maqashid syariah yaitu:    

 

http://www.bps.go.id/
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1. Hifzu Ad-dien   

Kewajiban dalam menjaga dan memelihara agama tidak dijadikan sebagai tolak ukur 

dalam pembangunan manusia. Namun aspek ini juga memiliki peranan yang cukup penting 

dalam melihat bagaimana kondisi suatu wilayah atau provinsi. Hal ini dapat dilihat dari 

indikator angka kriminalitas, semakin tinggi angka kriminalitas suatu provinsi maka hal 

tersebut belum dapat mewujudkan nilai-nilai maqashid yang baik.    

Provinsi Aceh memiliki angka kriminalitas yang cukup tinggi dapat dilihat pada tahun 

2016 mencapai 9.646 kasus dan menurun pada tahun 2017 hingga 2020 hanya berkisar 

7000-8000 kasus. Pada provinsi Bengkulu angka kriminalitas tergolong dalam kategori 

rendah yaitu 3000-4000 kasus. Pada provinsi Sumatera Barat angka kriminalitas tergolong 

dalam kategori yang tinggi dilihat pada tahun 2016 mencapai 14.921 kasus dan secara 

berangsur-angsur angka kriminalitas mengalami penurunan hingga tahun 2020 dengan 

perolehan kasus 7.992.  

 

2. Hifdz An-nafs   

Pentingnya menjaga jiwa dalam pengukuran I-HDI dilihat dengan meningkatnya angka 

harapan hidup.  Semakin tinggi angka hifzu an-nafs maka dapat mencerminkan indeks ini 

dapat berjalan sesuai dengan konsep maqashid syariah. Dalam pengukuran HDI angka 

harapan hidup digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan penduduk. Pada ketiga provinsi 

yang diteliti angka harapan hidup menunjukkan kategori yang sedang, berarti aspek ini 

sudah berjalan sesuai harapan dari konsep maqashid syariah.   

 

3. Hifdz Al-aql 

 As-Syathibi mengemukakan bahwa penjagaan terhadap akal merupakan hal yang harus 

dilakukan oleh setiap muslim. Penjagaan akal terkait dengan perlindungan akal dari sesuatu 

yang dapat merusakanya secara fisik maupun non fisik. Indikator yang digunakan dalam 

konsep I-HDI dalam mengukur indeks hifzu aql dengan melihat angka harapan lama sekolah 

dan rata-rata lama sekolah. Semakin tinggi angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama 

sekolah maka akan semakin meningkat pula angka pendidikan yang diraih.   

 

4. Hifzu An-nasl   

Kewajiban menjaga atau memelihara keturunan berarti menjaga keluarga dari 

keselamatan di dunia dan akhirat karena inilah tujuan dari penerapan maqashid syariah. Jika 

HDI hanya berfokus pada pencapaian kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan pokok 
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berupa kemampuan memenuhi sandang pangan maka dapat disebut pembangunan manusia 

sudah tercapai. Sementara I-HDI lebih kepada pencapaian dua nilai pokok yang kental 

dengan pencapaian dunia juga akhirat. Dengan melihat angka kelahiran total dan kematian 

bayi diharapkan ada upaya pemerintah khususnya dinas kesehatan dalam menanggulangi 

kematian bayi, khususnya penyebab utama kematian bayi disebabkan oleh keadaan ekonomi 

masyarakat yang rendah.  

Penyebab rendahnya ini disebabkan oleh pengeluaran kebutuhan hidup yang masih 

tinggi sedangkan pendapatan yang diperoleh belum maksimal. Sehingga berdampak pada 

kesehatan seorang ibu pada saat hamil belum mendapatkan asupan nutrisi yang cukup untuk 

bayinya tersebut. Adapun faktor lain yang menyebabkan kematian bayi disebabkan karena 

masih minimnya fasilitas pendukung kesehatan bagi ibu hamil khususnya didaerah 

terpencil.     

Sehingga pentingnya menyediakan fasilitas bagi ibu hamil sesuai dengan konsep 

maqashid syariah yang menjadi suatu keharusan yang apabila ditiadakan dapat 

menimbulkan mafsadat bagi keselamatan ibu maupun bayinya pada saat persalinan. Dalam 

islam memperbanyak keturunan menjadi hal yang sangat dianjurkan maka nilai maqashid 

syariah yang ingin diangkat adalah dengan banyaknya keturunan yang soleh akan 

membangun perdaban manusia yang lebih baik dalam segala lini pembangunan.   

 

5. Hifzu Al-maal      

Dalam konsep I-HDI hifzu maal, secara umum memiliki beberapa indikator atas 

kepemilikan harta yaitu pengeluaran perkapita dan pendapatan perkapita. Sedangkan untuk 

melihat distribusi pendapatan indikator yang digunakan yaitu indeks gini dan indeks 

kedalaman kemiskinan. Jadi, perbandingan pengukuran I-HDI dan HDI menjadi tolak ukur 

dalam pembangunan manusia. Antara HDI dan I-HDI membangun konsep yang cukup 

komperhensif dalam mengukur sesuai kebutuhan masing-masing sesuai dengan perspektif 

maqashid syariah.   

Dengan memperlihatkan hasil dari perhitungan I-HDI yang telah dilakukan, secara 

garis besar hasil yang didapatkan dengan mengolah data yang ada menunjukkan bahwa 

kondisi Islamic Human Development Index (I-HDI) di provinsi Aceh, Bengkulu dan 

Sumatera Barat didominasi I-HDI yang rendah. Dapat dilihat dari hasil pengukuran yang 

telah dilakukan oleh peneliti bahwa nilai I-HDI di Aceh pada tahun 2019 mencapai angka 

45,4 dan pada tahun 2020 adalah 49,0. Di provinsi Bengkulu angka yang diraih pada tahun 

2016 mencapai 44,0 dan pada tahun 2020 diraih angka 50,3. Di provinsi  Sumatera Barat 
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angka I-HDI yang diperoleh pada tahun 2018 diperoleh angka 49,9 dan pada tahun 2020 

diperoleh angka sebesar 53,5.  

Dari keseluruhan hasil dari pengukuran I-HDI ditiap provinsi yang ada, diperoleh nilai 

I-HDI yang tergolong status pembangunan I-HDI  berkisar dari angka 0 ≤ HDI ≤ 59,99 dan 

termasuk dalam kategori yang rendah. Ada beberapa hal yang menyebabkan masih 

rendahnya I-HDI di ketiga provinsi tersebut diantaranya masih tingginya angka kriminalitas 

yang terjadi, tingkat kemiskinan yang masih belum teratasi secara menyeluruh serta masih 

tingginya angka kedalaman kemiskinan yang terjadi.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh MB Hendri 

Anto dimana dalam penelitiannya ia membahas mengenai Islamic Human Development 

Index yang dibangun dengan sebuah pengukuran baru tentang pembangunan manusia yang 

teori dan konsepnya berdasarkan pada perspektif Islam. Pengukuran tersebut dibentuk dari 

lima dimensi Maqaṣid Syariah yang kemudian di pakai dalam komponen perhitungan I-

HDI, antara lain: angka kriminalitas, tingkat kekerasan,tingkat korupsi,tingkat pendidikan, 

jumlah lembaga pendidikan agama, tingkat kelahiran dan kematian dan lain sebagainya. 

Penelitian sebelumnya menjadi dasar rancang bangun konsep dalam menganalisis penelitian 

yang akan dilakukan selanjutnya.  

Konsep tersebut peneliti mengggunakan sebagai dasar teori dari analisis I-HDI yang 

akan diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia belum 

terpenuhi secara maksimal dikarenakan hasil dari perhitungan dan analisa diperoleh angka 

yang masih rendah di ketiga provinsi yaitu Aceh, Bengkulu dan Sumatera 

Barat.Pembangunan ekonomi di Indonesia belum sepenuhnya mencapai aspek 

kesejahteraan yang didasarkan pada lima konsep Maqashid Syariah yaitu memelihara agama 

(hifz dien), memelihara jiwa (hifz nafs), memelihara akal (hifz aql), memelihara keturunan 

(hifz nasl) dan memelihara harta (hifz maal).  

Hasil penelitian menunjukkan Islamic Human Development Index (I-HDI) diketiga 

provinsi tersebut tidak merata. Berarti ada yang salah dengan cara dan sistem kita 

membangun. Pembangunan yang tidak dilandaskan moral dan etik adalah pembangunan 

yang hampa seperti halnya yang diungkapkan oleh Abdul Hasan Hadeq pada tahun 2016.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan    

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:   

1. Hasil pengukuran yang dihasilkan dari perhitungan I-HDI mempunyai korelasi 

perbandingan yang signifikan berdasarkan pada konsep maqashid syariah diantaranya: 

adanya perbedaan ukuran standar untuk status pembangunan HDI maupun I-HDI, nilai 

I-HDI lebih bervariatif daripada HDI namun keduanya tetap sama dalam tujuan 

kemaslahatan, pengukuran yang digunakan juga berbeda karena indikator yang 

digunakan juga berbeda-beda. 

2. Hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan perhitungan I-HDI di provinsi 

Aceh, Bengkulu dan Sumatera Barat melalui pendekatan maqashid syariah index 

menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan di tiga provinsi tersebut belum 

berhasil sepenuhnya dan belum dapat menjelaskan keberhasilan pembangunan. Hasil 

perhitungan yang dilakukan diperoleh bahwa nilai I-HDI termasuk dalam kategori 

rendah. Pencapaian terbesar diperoleh melalui angka pendidikan, kesehatan dan tingkat 

religiusitas masih lebih dominan atau memberi sumbangan yang besar pada 

pembentukan I-HDI di ketiga provinsi tersebut. Adapun faktor-faktor lain yang 

menyebabkan rendahnya nilai I-HDI yaitu masih tingginya nilai indeks gini, angka 

kedalaman kemiskinan serta angka kriminalitas yang diperoleh sehingga menyebabkan 

rendahnya I-HDI yang dicapai.  

3. Hasil pengukuran I-HDI yang didasarkan pada konsep index maqashid yaitu 

kesejahteraan daerah diprovinsi Aceh, Bengkulu dan Sumatera Barat diantaranya dapat 

meningkatkan pembangunan manusia, pendapatan perkapita yang diperoleh semakin 

meningkat, serta makin tingginya angka pendidikan dan kesehatan.   

 

B. Saran    

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa poin yang akan menjadi saran: 

1. Pemerintah Provinsi Aceh, Bengkulu dan Sumatera Barat harus lebih berkoordinasi 

terhadap masing-masing wilayah setempat agar dapat mengoptimalkan pembangunan 

di tiap-tiap wilayah yang ada. Dengan mengoptimalkan pembangunan yang ada maka 

dapat menciptakan kesejahteraan yang adil dan seimbang sesuai dengan prinsip-prinsip 

yang diterapkan. 

2. Pemerintah Provinsi Aceh, Bengkulu dan Sumatera Barat mampu dan dapat 

menerapkan konsep pencapaian pembangunan manusia sesuai konsep I-HDI  secara 
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transparan dan kompeten. Walaupun realisasi yang terjadi belum sepenuhnya terpenuhi 

secara optimal, setidaknya ada upaya secara langsung yang dilakukam oleh pemerintah 

setempat dalam melanjutkan pembangunan yang ada.  

3. Peningkatan aspek kesejahteraan material maupun non material dapat mendorong 

kesadaran masyarakat, pemerintah maupun negara agar dapat meningkatkan 

pembangunan manusia guna untuk meningkatkan kesejahteraan material maupun non 

material yang dihasilkan dari pendapatan perkapita yang tinggi sehingga terciptalah 

kemaslahatan.   
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